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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Pengaturan Konvensi Palermo memberikan kerangka hukum internasional 

yang komprehensif dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. 

Konvensi ini menegaskan prinsip kerja sama antarnegara, perlindungan korban, 

serta penegakan hukum yang terintegrasi. Indonesia sebagai negara pihak telah 

mengadopsi ketentuan Konvensi Palermo melalui Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang 

menjadi dasar yuridis dalam menindak pelaku sekaligus melindungi korban. 

2. Peran dan dukungan IOM di Indonesia sangat signifikan dalam mendukung 

implementasi Konvensi Palermo. IOM tidak hanya membantu pemulangan korban 

perdagangan orang lintas negara, tetapi juga menyediakan layanan perlindungan, 

rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dalam kasus pemulangan 35 WNI korban TPPO 

di Filipina, IOM berperan sebagai mitra strategis pemerintah dengan menyediakan 

bantuan teknis, psikososial, serta pendampingan hukum yang sesuai dengan standar 

internasional. 

3. Kerja sama IOM dengan Pemerintah Indonesia telah berjalan dalam bentuk 

koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, aparat penegak hukum, serta 

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Kolaborasi ini mencerminkan praktik 

multistakeholder approach yang memperkuat mekanisme perlindungan korban dan 

meningkatkan kapasitas kelembagaan nasional dalam penanganan perdagangan 

orang. Sinergi ini menunjukkan bahwa peran organisasi internasional tidak 
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menggantikan kewenangan negara, melainkan melengkapi dan memperkuat upaya 

pemerintah. 

4. Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan perdagangan orang 

membutuhkan pendekatan yang bersifat lintas sektor, lintas negara, dan berorientasi 

pada perlindungan hak asasi manusia. Upaya IOM bersama Pemerintah Indonesia 

dapat dijadikan contoh implementasi nyata dari prinsip-prinsip Konvensi Palermo 

yang tidak hanya fokus pada aspek penindakan, tetapi juga pada pemulihan 

martabat korban. 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Indonesia, perlu memperkuat implementasi Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan mengefektifkan penegakan hukum, 

meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta memperkuat perlindungan korban 

melalui layanan kesehatan, bantuan hukum, dan rehabilitasi sosial. 

2. Bagi IOM, disarankan untuk terus meningkatkan program pelatihan dan 

penguatan kapasitas bagi aparat penegak hukum, serta memperluas jaringan kerja 

sama dengan organisasi masyarakat sipil sehingga penanganan perdagangan orang 

dapat lebih menyentuh akar masalah di tingkat lokal. 

3. Bagi Aparat Penegak Hukum, diharapkan lebih responsif dan berperspektif 

korban (victim-centered approach) dalam menangani kasus perdagangan orang, 

sehingga para korban tidak lagi diposisikan sebagai pelaku pelanggaran 

administratif, melainkan benar-benar sebagai pihak yang harus dilindungi. 

4. Bagi Masyarakat, perlu adanya peningkatan kesadaran tentang bahaya 

perdagangan orang melalui pendidikan, penyuluhan, dan kampanye publik agar 

masyarakat tidak mudah terjebak dalam modus-modus eksploitasi.  
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